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ABSTRACT 
 

Politik uang merupakan fenomena yang menonjol dalam konteks politik modern, 
mempengaruhi proses politik di berbagai negara, termasuk Idonesia. Selain itu, 

evolusi politik di Indonesia pasca-reformasi, dengan fokus pada peran partai 
politik dan praktik politik uang dalam pemilihan umum.  

 
Pembahasan utama menggali lebih dalam fenomena politik uang, menyoroti 

keterkaitannya dengan korupsi politik dan peran partai politik dalam masyarakat. 
Artikel juga membahas faktor-faktor yang mempengaruhi praktik politik uang, 
termasuk kurangnya kedekatan antara partai politik dan masyarakat, tingkat 

pendidikan individu, dan standar kesejahteraan rendah. Analisis ini memberikan 
wawasan yang mendalam tentang dinamika politik uang. 

 
Dengan merangkum temuan dan implikasi dari analisis, artikel ini mengajukan 
bahwa politik uang merupakan tantangan serius bagi integritas demokrasi dan 
keadilan politik. Oleh karena itu, upaya pencegahan politik uang harus menjadi 

prioritas dalam memperkuat sistem politik yang lebih bersih, adil, dan transparan. 
Dengan demikian, artikel ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman 

tentang politik uang dan upaya-upaya untuk mengatasinya demi 
keberlangsungan demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. 

 
Keywords: Politik Uang, Korupsi Politik, Partai Politik, Demokrasi, Pemilihan 
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1. PENDAHULUAN 

 
Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 diatur sebagai 

berikut “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut 
UUD” dan “Negara Indonesia merupakan negara hukum yang mengakui 
bahwa rakyatlah berkuasa (Kuntag Falco Christian Romario, 2023). 

Dalam beberapa tahun terakhir politik sering menjadi pembahasan yang 
sangat kental di kalangan masyarakat lokal maupun masyarakat dunia. 
Seluruh dunia sangat bergantung dengan namanya politik, karena politik 
lah yang mengatur bagaimana seorang manusia bertindak serta hampir di 
seluruh aspek terdapat yang namanya politik. Filsuf Yunani Aristoteles, 
memandang dimensi politik sebagai suatu dimensi dalam kehidupan 
manusia yang paling penting, karena pengaruh yang dimilikinya terhadap 
hampir semua aspek dalam kehidupan manusia. Politik berasal dari 
bahasa Yunani yaitu dari politeia yang merupakan gabungan dari kata polis 
dan teia. Polis ini sendiri berarti sebuah bersatunya masyarakat yang 
mampu berdiri secara mandiri sedangkan teia yang berarti urusan. Dalam 
kehidupan, manusia dan politik tidak dapat dipisahkan karena sangat 
berkaitan untuk mengatur bagaimana kehidupan manusia itu berlangsung 
(Faqih Mutolib et al., 2023). 

Dalam politik modern seperti Indonesia tentunya menghadirkan 
berbagai macam partai politik yang menjadi salah satu institusi yang 
diberikan kewenangan untuk mengisi jabatan/ kekuasaan politik. Partai 
politik telah diberikan kebebasan seluas-luasnya setelah terjadinya 
perubahaan sistem pada tahun 1998 dari politik otoriter ke demokrasi dan 
pada saat yang bersamaan berlakunya pemilu secara demokratis, 
akuntabel dan transparan yang dimulai sejak 1999. Semenjak saat itu pula 
terjadinya praktik money politic (politik uang) yang akan menjadi sesuatu 
yang sangat melekat pada eksistensi partai politik dan pemilu yang ada di 
Indonesia(Chandra & Ghafur, 2020). 

Politik uang merupakan salah satu praktik yang dapat berujung pada 
korupsi politik. Politik uang atau disebut juga dengan mother of corruption 
menjadi persoalan pertama yang sering terjadi di Indonesia, politik uang ini 
menciptakan pemimpin yang memperjuangkan kepentingan individu dan 
kelompok, akibat dari biaya politik yang tinggi selama proses pemilu. Jika 
seorang calon yang terpilih yang menggunakan politik uang tentunya lebih 
mementingkan balik modal dari pemilihannya dalam pemilu, bukan rakyat. 
Korupsi politik ini menghasilkan orang yang ‘salah’ sebagai pemenang. 
(Trias & Amrurobbi, n.d. 2020). 

Politik uang ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, di Amerika Serikat 
sekalipun politik uang merupakan kenyataan yang sulit dihindari. Jika dikaji 
lebih dalam, pada hakikatnya politik uang ini tidak sesuai dengan tiga 
tujuan penyelanggaraan pemilu, yaitu: Pertama, memperkuat sistem 
konstitusional demokratis. Kedua, pemilu dilaksanakan secara adil dan 
jujur. Ketiga, menghasilkan pemilu yang efektif dan efisien. Adanya korupsi 
pemilu tidak dapat memperkuat sistem ketatanegaraan, yang seharusnya 
berlaku efektif dan efisien, yang ada menyebabkan pemilu atau pilkada 
ulang sehingga membuat pemborosan anggaran negara. Adanya politik 
uang ini menjadi kebalikan dari tujuan penyelanggaraan pemilu (Satria, 
2019). 

Beberapa faktor penyebab politik uang yaitu: Pertama, faktor kurangnya 
kedekatan antara partai politik dengan masyarakat. Berdasarkan survei 
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indikator politik Indonesia, sebanyak 85,5% masyarakat belum mengenal 
partai politik. Kedua, tingkat Pendidikan individu juga mempunyai dampak 
signifikan terhadap keterlibatan dalam politik uang ini. Karena semakin 
cerdas seseorang, maka semakin cerdas pula ia dalam memilih pemimpin 
dan semakin mandiri dalam politik uang. Ketiga, Indonesia merupakan 
negara standar kesejahteraan yang relatif rendah. Hal ini biasanya menjadi 
alasan utama seseorang terlibat dalam politik uang, karena mudah tergiur 
dengan keuntungan jangka pendek (Hariyanto, 2021). 

 
 

2. METODE 
 

Dalam penelitian ini, menggunakan metode normatife dengan 
karakteristik deskriptif analitis untuk mendalami pandangan hukum pidana 
terhadap kasus politik uang pada tahun 2024. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan yuridis yang fokus menganalisis hukum yang terkait, 
memanfaatkan sumber data dari dokumen hukum, kebijakan pemerintah, 
undang-undang pidana, serta peraturan terkait pemilihan umum dan 
pendanaan kampanye politik. Metode analisis hukum akan 
mengidentifikasi pandangan hukum pidana. 

Analisis kritis merincikan kelemahan dan kelebihan dalam penegakan 
hukum pidana terhadap politik uang. Aspek etika hukum, seperti integritas 
pemilihan umum dan keadilan dalam penegakan hukum pidana, akan 
menjadi bagian integral analisis.  
 

 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

  
Menurut Zvika Neeman dan Gerhard O. Orosel, ada 3 (tiga) alasan 

mengapa politik uang itu illegal. Pertama, politik uang ini dapat 
menimbulkan keuntungan bagi individu yang lebih kaya, hal ini 
mengakibatkan tidak adil dan melanggar kesetaraan. Kedua, suara 
merupakan milik seluruh masyarakat dan tidak dapat dibeda-beda. Ketiga, 
terdapat kekhawatiran terdorongnya efesiensi pada pembelian suara. 
Sama halnya menurut Cass Sunstein bahwa: “jika suara dapat 
diperdagangkan, dapat menimbulkan perbedaan tentang apa tujuan 
pemungutan suara itu sendiri, tentang nilai-nilai apa yang ingin diwujudkan, 
dan berubahnya konsep yang merusak pada politik (Chandra & Ghafur, 
2020). 

 
3.1. Pengaturan Tindakan Politik Uang dalam UUD Pemilu 
 
Pemerintah dan DPR telah mengkriminalisasikan perbuatan politik uang 

didalam UU Pemilu. Berdasarkan UU Pemilu, politik uang diartikan 
“memberikan atau menjanjikan uang maupun materi lainnya kepada 
pemilih agar menggunakan hak pilihnya baik secara langsung maupun 
tidak langsung” Terdapat dalam pasal 523 UU Pemilu yang terdiri dari 3 
ayat. Seseorang dapat diartikan memiliki kesengajaan untuk melakukan 
perbuatannya jika memiliki 3 corak kesengajaan yaitu: 
a. Kesengajaan dengan tujuan untuk melakukan suatu perbuatan pidana 
yang menimbulkan suatu akibat tertentu dan memang memiliki kehendak 
tersebut. 
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b. Kesengajaan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan meskipun 
memiliki akibat lain dari melakukan perbuatan tersebut, dan tetap 
melakukannya. 
c. Kesengajaan dengan kesadaran yang kemungkinan dengan maksud 
tetap melakukan suatu perbuatan tersebut dan menyadari adanya 
kemungkinan lain dari perbuatannya, dan tetap melaksanakan perbuatan 
tersebut. 

Jika dikaitkan dengan delik politik uang dalam UU Pemilu, maka Pasal 
523 ayat 1 dan Pasal 532 ayat (2) termasuk dalam kualifikasi seluruh 
kesengajaan, sedangkan pada Pasal 523 ayat (3) termasuk kesengajaan 
sebagai maksud/tujuan. Dari 3 unsur ini menekankan adanya larangan 
untuk memberikan atau menjanjikan baik berupa materi atau uang kepada 
pemilih. Terdapat 3 perbedaan pula pada ketiga norma tersebut yaitu pada 
Pasal 523 ayat (1) melarang adanya politik uang saat kampanye pada 
subjek berupa pelaksana, peserta, dan tim kampanye. Pasal 523 ayat (2) 
melarang adanya politik uang pada masa tenang, dan pada Pasal 523 ayat 
(3) melarang adanya politik uang pada saat pemungutan suara (Bagus & 
Raharja, 2020). 

  
3.2. Bentuk-Bentuk Politik Uang 
 
Dalam pembahasan politik uang ini, tidak hanya mencakup kepada uang 
saja namun dapat diganti sengan sesuatu yang lain, bentuk- bentuk 
politik uang seperti: 
 
3.2.1 Berbentuk Uang (Cash Money) 
Modus yang dilakukan pada politik uang pada pemilu ini berupa:  
 
a. Kampanye: dengan melakukan penyebaran brosur. stiker dan kaos. 
Ketika kampanye pendukung mendapatkan uang transportasi.  
 
b. Bantuan langsung: pemberian kepada masyarakat dengan 
mengajukan jenis bantuan dan jumlah yang diminta, jika diterima oleh 
calon pemilih maka harus siap memberikan surat suaranya. 
 
3.2.2 Berbentuk Fasilitas Umum 
  
 Mengambil simpati masyarakat dalam pemilihan merupakan hal 
yang dilakukan untuk mempermudah calon kandidat dipilih. Dengan 
begitu banyaknya calon yang membuat fasilitas yang sesuai dengan 
kebutuhan banyak masyarakat agar mendapatkan perhatian yang lebih, 
disebut juga dengan, politik pencitraan. Sarana dan prasarana umum 
yang sering digunakan untuk melakukan pencitraan politik bisa berupa, 
membangun masjid, madrasah, jalan, bisa juga melakukan sebuah 
kegiatan yang bermanfaat seperti membuka kursus jahit gratis. 
  
3.3. Upaya Pencegahan Terjadinya Praktik Politik Uang 
 
3.3.1 Regulasi yang ketat  
 Regulasi yang mengacu pada berbagai peraturan dan undang-
undang yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur pendanaan 
kampanye politik, seperti undang-undang yang dapat menetapkan 
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Batasan jumlah dan sumber dana yang dapat diterima partai atau 
kandidat calon untuk pembiayaan kampanyenya. Dengan adanya 
undang-undang tersebut dapat diwajibkan kepada partai politik dan 
kandidat untuk melaporkan semua sumbangan yang diterima dan 
dikeluarkan selama melakukan kampanye politik.  
 Laporan ini harus transparansi dan dapat diakses publik. 
Lembaga pemerintah yang independen dapat ditugaskan memeriksa 
laporan keuangan tersebut untuk memastikan bahwa keuangan 
kampanye sesuai dengan regulasi yang diberlakukan, dalam hal ini juga 
dilakukan audit untuk mendeteksi kemungkinan praktik politik uang. 
Adanya undang-undang juga harus menyertakan sanksi bagi pelanggar 
regulasi secara tegas, berkaitan dengan pendanaan kampanye politik 
tersebut, termasuk denda yang besar, didiskualifikasi sebagai kandidat 
jika terpilih, atau juga memberikan hukuman pidana bagi yang terlibat 
dalam praktik politik uang. 
 Penerapan teknologi dan sistem informasi untuk memantau dan 
melacak aliran dana kampanye politik dapat membantu mendeteksi 
pelanggaran dan lebih efektif. Penggunaan teknologi ini dapat 
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pada pemilu. Komisi 
Pemilihan umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) 
bertanggung jawab atas pengawasan dan pengegawasan dan 
penegakan regulasi pada pendanaan kampanye politik, dan juga 
berwenang untuk menindak pelanggar dengan adil dan tegas (Abdillah 
et al., 2023). 
 
3.3.2 Transparansi 
 Penegakan hukum dan pengawasan pada saat pemilu jika terjadi 
atau mendapatkan janji dari calon pemilihan, dan juga transparansi untuk 
meminimalisir politik uang (Rofiq Hidayat, 2020). Transparansi dalam 
konteks pencegahan praktik politik uang merujuk pada keterbukaan dan 
keterjangkauan informasi dengan pendanaan kampanye politik. 
Transprasasi mengharuskan kandidat dan partai politik untuk secara 
jelas dan terbuka mengenai sal-usul sumbangan yang diterima pada 
masa kampanye politik. Berupa jelasnya identitasi individual atau entitas 
yang memberikan sumbarang, besar sumbangan dan tujuan digunakan 
sumbangan tersebut. 
 Informasi pendanaan kampanye politik ini harus tersedia secara 
publik dan terbuka, selain itu harus dirincikan bagaimana dana kampanye 
tersebut digunakan. Transparansi ini memungkinkan masyarakat untuk 
memantau dan mengawasi penggunaan dana kampanye politik secara 
aktif. Informasi yang terbuka dapat memberikan masyarakat untuk 
menilai kandidat atau partai politik yang mengikuti aturan dan mematuhi 
prinsip-prinsip integritas. Transparansi memungkinkan Lembaga 
berwenang seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan 
Pengawasan Pemilu (Bawaslu), juga media dan organisasi masyarakat 
untuk menyelidiki potensi pelanggaran dan memastikan 
pertanggungjawaban.Implementasi teknologi juga dapat membantu 
meningkatkan transparansi dengan memudahkan publik untuk 
mengakses dan menganalisis informasi pendanaan kampanye politik. 
 
3.3.3 Pendidikan dan Kesadaran Publik 
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 Pendidikan dan kesadaran public memiliki peran penting dalam 
mencegah praktik politik uang. Pendidikan Publik melibatkan Upaya 
untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proses, hal-hak 
dan tanggung jawab pada politik sebagai warga negara, juga 
menyertakan nilai-nilai demokrasi. Pendidikan ini dapat dilakukan melalui 
program-program Pendidikan formal di sekolah-sekolah, universitas, 
atau Lembaga-lembaga pelatihan, kampanye, penyuluhan dan pelatihan 
yang didapatkan tentang politik diselenggarakan oleh pemerintah, 
organisasi swasta atau Lembaga pemberdayaan masyarakat. 
Adanya program yang dibuat untuk memberikan pengetahuan peran 
partai politik kepada masyarakat. Ini melibatkan Pendidikan politik 
dengan konsep Upaya preemtif dan preventif, tujuan Pendidikan politik 
untuk menjadikan masyarakat berdaya dan mampu, tak hanya 
memahami naum juga mengaplikasikan perilaku politik dalam kehidupan 
sehari-hari(Trias & Amrurobbi, 2020). Dan juga Pendidikan non-formal 
berupa sosialiasi yang entensif, mempelajari melalui jurnal, buku dan 
juga mengedukasi tentang bahaya politik uang. 
 Dampak negatif dari praktik politik uang ini berupa isu-isu politik 
yang perlu adanya kesadaran publik. Untuk meningkatkan kesadaran 
tersebut dapat melalui penyuluhan tentang politik uang, dampak 
terhadap proses politik yang transparan, dan pentingya partisipasi aktif 
dalam pilihan politik yang berdasarkan substansi dan bukan imbalan 
semata. 
 Penyuluhan dan pelatihan ini memberikan informasi akurat dan 
jelas kepada masyarakat tentang praktik politik yang, termasuk cara 
mengidentifikasi dan melaporkan kasus-kasus pelanggaran pada saat 
pemilu. Tidak hanya itu, media massa dan saluran komunikasi juga 
berperan penting untuk meningkatkan kesadaran public tentang praktik 
politik uang. Seperti adanya liputan terdahulu mengenai korupsi politik 
yang terjadi dapat memberikan pembelajaran kepada masyarakat 
tentang bahaya dan dampak negatifnya, dan mendorong masyarakat 
untuk ikut berpartisipasi dalam pemberantasan praktik politik uang. 
Dengan meningkatkan kesadaran public masyarakat dapat lebih 
waspada dan aktif dalam memantau serta melaporkan kasus-kasus 
pelanggaran yang terjadi, ini dapat membantu memperkuat sistem 
demokrasi dan mencegah terjadinya praktik politik uang yang merusak 
integritas politik (Asnaawi, 2016). 
 
3.3.4 Penguatan Institusi Penegak Hukum 
 Institusi penegak hukum, seperti kepolisian, jaksa, dan Lembaga 
anti-korupsi, memerlukan sumber daya yang memenuhi untuk 
menyelidiki, menuntut, dan mengadili praktik politik yang. Petugas 
penegak hukum ini harus menerima pelatihan yang berkualitas tentang 
cara mengidentifikasi, menyelidiki, dan menangani kasus politik uang 
dengan tepat. Pelatihan ini juga meliputi pengembangan keterampilan 
analisis data dan teknik interogasi untuk mendapatkan bukti yang kuat. 
 Institusi penegak hukum harus beroperasi secara independent 
dan bebas dari intervensi politik atau tekanan eksternal, hal ini penting 
untuk memastikan bahwa kasus-kasus politik ini ditangani secara adil 
dan tidak dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu. Diperlukan 
integritas pribadi dan keprofessionalan petugas yang dijaga ketat. 
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 Institusi penegak hukum perlu bekerja sama secara efektif 
dengan Lembaga-lembaga lain, termasuk dengan pihak berwenang 
pemerintah, Lembaga pengawas pemilu, dan organisasi masyarakat 
sipil, agar menuju keberhasilan dalam melakukan pencegahan dan 
penindakan praktik politik uang. Pelanggaran praktik politik uang harus 
ditindak secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku. Hukuman yang 
efektif akan memberikan efek jera kepada pelaku dan menjadikan contoh 
kuat kepada orang lain. Institusi penegak hukum bertanggung jawab atas 
Tindakan melaporkan hasil penyelidikan dan penuntutan, serta perlunya 
keterbukaan kepada public. Transparansi ini dapat membangun 
kepercayaan masyarakat kepada Lembaga penegak hukum. Dan 
penting bagi institusi memberikan perlindungan bagi para pelapor dan 
saksi kasus politik uang untuk mencegah intimidasi atau pembalasan 
kepada yang memberikan informasi penting atau bersaksi dalam proses 
hukum. Dengan penguatan institusi penegak hukum ini diharapkan 
menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berintegrasi, agar politik 
uang tidak dapat berkembang dan dapat mencegah korupsi secara 
efektif. 
 
3.3.5 Partisipasi Masyarakat 
  
 Partisipasi masyarakat yang ikut dalam keterlibatannya aktif 
sebagai individu maupun kelompok melakukan pencegahan dan 
penindakan praktik politik uang beberapa peran dalam menjaga politik 
uang seperti: pemantauan dan pengawasan masyarakat di mana 
masyarakat menjadi mata dan telinga yang penting untuk mendeteksi 
praktik politik yang dapat memantau aktivitas kampanye politik seperti 
pertemuan publik, iklan politik, dan kegiatan kegiatan kampanye lainya 
untuk mengidentifikasi tanda tanda praktik politik uang masyarakat 
memiliki peran penting untuk melaporkan potensi pelanggaran politik 
uang ini jika mendapatkan aktivitas yang mencurigakan atau yang 
mengindikasi praktik politik uang kepada lembaga penegak hukum, 
badan pengawas Pemilu, dan organisasi anti korupsi untuk ditindaklanjuti 
pemahaman masyarakat tentang praktik politik uang dan dampak 
terhadap sistem sangat penting. 
 Pertemuan publik, iklan politik, dan kegiatan kegiatan kampanye 
lainya untuk mengidentifikasi tanda tanda praktik politik uang masyarakat 
memiliki peran penting untuk melaporkan potensi pelanggaran politik 
uang ini di mana mendapatkan jika mendapatkan aktivitas yang 
mencurigakan atau yang menghindar emang indikasi praktik politik uang 
kepada lembaga penegak hukum, badan pengawas Pemilu, dan 
organisasi anti korupsi untuk ditindaklanjuti. 
 Pemahaman masyarakat tentang praktik politik uang dan dampak 
terhadap sistem sangat penting. kampanye penyuluhan, seminar, dan 
diskusi publik dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat 
untuk mempersenjatai diri tentang pengetahuan yang diperlukan agar 
dapat mengenali dan melawan praktik politik uang. Organisasi dan 
masyarakat sipil dan aktivis dapat berperan sebagai agen perubahan 
untuk memerangi praktik politik uang. Di mana dapat mengorganisir 
kampanye Advokasi, aksi protes, atau gerakan sosial yang memobilisasi 
masyarakat dalam memperjuangkan integritas politik. Salah satu 
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partisipasi masyarakat adalah menggunakan hak suara mereka dalam 
pemilihan umum.  
 Dengan memilih kandidat yang berintegritas dan menolak 
kandidat yang melakukan praktik politik uang masyarakat dapat menga 
menga terpengaruh dengan arahan politik secara positif. Meningkatnya 
kapasitas masyarakat dalam memahami dan terlibat dalam praktik politik 
uang ini meningkatkan partisipasi untuk mencegah praktik politik uang. 
Pelatihan tentang hak hak politik, proses pemilihan, dan peran 
masyarakat dalam mengawasi Pemerintah ini dapat diberdayakan dan 
berperan secara lebih aktif dalam mencegah praktik politik uang (Jaa 
Pradana, 2021). 
 
3.3.6 Pemberdayaan Oposisi 
 
 Pemberdayaan oposisi adalah sebuah konsep yang bertujuan 
untuk memperkuat kapasitas dan kekuatan masyarakat untuk 
berpartisipasi dalam proses pemerintahan dan pembangunan. 
Memberdayakan partai oposisi membantu mengurangi penggunaan 
politik uang dengan mendorong kehadiran oposisi politik yang kuat dan 
independen. Oposisi yang kuat dapat berperan penting dalam 
mengawasi pemerintah dan memperjuangkan kepentingan masyarakat, 
sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya monopoli kekuasaan dan 
politik uang. 
 Penguatan oposisi dapat dilakukan melalui penguatan oposisi 
dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk 
berpartisipasi dalam proses pemerintahan dan pembangunan. 
Memperkuat Oposisi Hal ini dapat dicapai dengan membangun 
organisasi oposisi politik yang kuat dan independen. Penguatan oposisi 
dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap 
kepentingan masyarakat dan hak-hak yang dimilikinya. Penguatan partai 
oposisi membantu mengurangi praktik politik uang dengan 
memperjuangkan kepentingan masyarakat dan memperkuat pemilu dan 
pemerintahan yang transparan (Sujarwo, 2021). 
 
3.3.7 Sistem Elektronik  
  
 Sistem elektronik adalah seperangkat perangkat dan proses 
elektronik yang digunakan untuk menyiapkan, mengumpulkan, 
memproses, menganalisis, menyimpan, menampilkan, menyajikan, 
mengirimkan, dan/atau mendistribusikan informasi elektronik (“Sistem 
Elektronik,” 2019) 
 Sistem elektronik mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan 
komunikasi dalam proses politik untuk meningkatkan transparansi, 
efisiensi, dan keamanan. 
 
Dari perspektif pencegahan terpicunya politik uang, penerapan sistem 
elektronik membawa berbagai manfaat, antara lain:  
 
1. Pemungutan Suara Elektronik (Electronic Voting): Sistem 

pemungutan suara elektronik memungkinkan pemilih untuk memilih. 
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 Pemungutan Suara Pilih secara elektronik melalui platform online atau 
perangkat khusus di TPS.Pemungutan suara elektronik menjadikan 
proses pemungutan suara lebih cepat, aman dan efisien. Hal ini juga  
membantu mengurangi kemungkinan terjadinya praktik politik uang 
terkait manipulasi pemilu atau pemalsuan hasil pemilu 
 
2. Pemerintahan Elektronik (e-Government): Sistem e-Government 

memungkinkan pemerintah memberikan pelayanan dan informasi 

kepada warganya melalui platform online. Hal ini termasuk 

menyediakan informasi yang terbuka dan mudah diakses mengenai 

pemilu, data pemilih, dan laporan keuangan kampanye politik. Ketika 

informasi menjadi lebih transparan dan mudah diakses, praktik politik 

uang menjadi semakin sulit untuk disembunyikan  

3. Pendaftaran Elektronik dan Pelaporan Keuangan: Sistem elektronik 

dapat memfasilitasi proses pendaftaran kandidat dan partai politik, 

serta pelaporan keuangan kampanye politik. Kandidat dan partai 

politik dapat mendaftar secara online dan mengunggah laporan 

keuangannya ke platform yang disediakan otoritas pemantau pemilu 

dan pemerintah. Hal ini memungkinkan pengumpulan data yang lebih 

akurat dan transparan mengenai sumber dana kampanye politik. 

4. Pemantauan Kampanye Elektronik: Sistem elektronik yang 

digunakan untuk memantau aktivitas kampanye politik online, 

termasuk iklan politik di media sosial, situs kampanye, dan platform 

digital lainnya. Alat pemantauan otomatis dapat digunakan untuk 

mendeteksi potensi pelanggaran praktik kebijakan keuangan, seperti 

pembelian suara dan penyalahgunaan dana kampanye. 

5. Keamanan Data dan Identifikasi Elektronik: Sistem elektronik 

mencakup langkah-langkah keamanan data tingkat lanjut, seperti 

enkripsi dan otentikasi dua faktor, untuk melindungi informasi sensitif 

tentang pemilih, kandidat, dan dana kampanye politik. Penggunaan 

identifikasi elektronik, seperti tanda tangan digital dan biometrik, juga 

membantu mencegah penipuan dan manipulasi dalam proses politik  

 Dengan menerapkan sistem elektronik yang tepat, pemerintah 
dapat meningkatkan integritas dan transparansi proses politik dan 
mengurangi peluang praktik politik uang yang merugikan. Namun, 
penting untuk memastikan bahwa sistem diterapkan dengan benar dan 
tindakan perlindungan data yang tepat diambil untuk menghindari potensi 
risiko keamanan (Putri Giovanny Berly, 2023). 
 
3.3.8 Pengentasan kemiskinan  
  
 Pengentasan kemiskinan adalah upaya pemerintah, organisasi 
internasional, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat secara 
keseluruhan untuk mengurangi atau menghilangkan kemiskinan dan 
meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat yang 
berada di bawah garis kemiskinan. 
 



Jurnal PUAN Indonesia                                                                                                                                               Vol.1 No. 1 2019 
 

 

9 | P a g e  

 

 Berikut adalah beberapa langkah yang biasanya dilakukan untuk 
mengentaskan kemiskinan:  
 

1. Pemberdayaan Ekonomi: Pengentasan kemiskinan seringkali 

memerlukan lapangan kerja yang layak, keterampilan bagi 

masyarakat miskin. Diperlukan upaya untuk meningkatkan akses 

terhadap  pelatihan  dan meningkatkan kemungkinan memulai 

bisnis kecil-kecilan.Program pembangunan ekonomi seperti 

kredit mikro, pelatihan kewirausahaan, dan pengembangan 

ekonomi lokal sering digunakan untuk meningkatkan kinerja 

ekonomi masyarakat miskin 

2. Meningkatkan akses terhadap pendidikan: Pendidikan adalah 

kunci untuk memerangi kemiskinan jangka panjang. Pemerintah 

dan organisasi internasional seringkali memprioritaskan program 

yang meningkatkan akses terhadap pendidikan dasar dan 

menengah bagi anak-anak dari keluarga miskin. Beasiswa, 

subsidi biaya sekolah, dan program kesadaran tentang 

pentingnya pendidikan seringkali digunakan untuk mendorong 

anak-anak miskin agar bersekolah. 

3. Meningkatkan akses terhadap pepelayanan kesehatan: Akses 

terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas sangat penting 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.Program 

kesehatan seperti vaksinasi, perawatan ibu, dan pengobatan 

penyakit menular sering kali diprioritaskan. Program asuransi 

kesehatan universal dan bantuan kesehatan bagi keluarga miskin 

juga membantu mengurangi beban biaya pepelayanan kesehatan 

yang tinggi  

4. Pemberdayaan Perempuan: Pemberantasan kemiskinan 

membutuhkan pemberdayaan perempuan, karena perempuan 

seringkali merupakan bagian terbesar dari populasi 

miskin.Meningkatkan akses perempuan terhadap pendidikan, 

kesehatan reproduksi, dan peluang ekonomi dapat membantu 

mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan 

keluarga secara keseluruhan  

5. Perlindungan Sosial: Program perlindungan sosial seperti 

bantuan langsung tunai, program bantuan kelaparan, dan 

asuransi sosial sering digunakan untuk membantu masyarakat 

miskin mengatasi krisis ekonomi dan bencana alam. Program-

program tersebut dapat memberikan bantuan langsung kepada 

keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. 

6. Penguatan infrastruktur: Investasi pada infrastruktur, seperti 

jaringan transportasi, sanitasi dan energi, membantu 

menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih inklusif dan 

berkelanjutan. Infrastruktur yang baik meningkatkan aksesibilitas 

dan ketersediaan pelayanan dasar di masyarakat miskin dan 

membantu menciptakan lapangan kerja baru  
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7. Pengembangan program dan kebijakan berbasis bukti: Penting 

untuk mengembangkan program dan kebijakan pengentasan 

kemiskinan yang didasarkan pada bukti empiris dan analisis yang 

kuat.Hal ini memastikan bahwa sumber daya yang tersedia 

digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil 

pengentasan kemiskinan yang diinginkan pemberantasan 

kemiskinan merupakan upaya kompleks yang memerlukan 

kerjasama dari pemerintah, organisasi internasional, organisasi 

non-pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat secara 

keseluruhan. 

 
 Dengan menerapkan strategi yang komprehensif dan 
berkelanjutan, kami berharap dapat mencapai kemajuan yang signifikan 
dalam mengurangi kemiskinan di seluruh dunia. 

 
 

4. KESIMPULAN  
 

Dari perdebatan luas mengenai politik uang, peraturan terkait, bentuk-
bentuknya, dan upaya untuk mencegah dan menghilangkan politik uang sangat 
mencerminkan kompleksitas tantangan yang kita hadapi dalam menjaga integritas 
demokrasi kita.Pertama, penting untuk diingat bahwa politik uang bukanlah 
perkara sederhana.Dalam  sistem demokrasi yang sehat, keputusan politik harus 
mencerminkan keinginan masyarakat umum, bukan  pengaruh ekonomi beberapa 
individu atau kelompok.Politik uang melibatkan sumbangan uang, fasilitas umum, 
atau praktik apa pun yang melibatkan janji-janji tidak bermoral yang melemahkan 
prinsip kesetaraan dalam partisipasi politik dan melemahkan kepercayaan publik 
terhadap lembaga-lembaga demokrasi.Regulasi yang ketat merupakan salah satu 
landasan upaya menggagalkan politik uang. Penegakan larangan terhadap 
pelaksanaan politik uang memerlukan undang-undang yang jelas dan kuat serta 
sistem pemantauan dan penegakan hukum yang efektif. Transparansi dana 
kampanye politik juga penting karena memungkinkan masyarakat melihat dan 
mengevaluasi sumber dana politik serta cara penggunaannya. Selain itu, 
kesadaran masyarakat dan partisipasi aktif masyarakat dalam memantau proses 
politik juga sangat penting. 
  Meningkatkan pendidikan dan kesadaran mengenai bahaya politik uang 
serta pentingnya partisipasi bersih dan integritas akan membantu menciptakan 
budaya politik yang lebih sehat. Penguatan lembaga penegak hukum tidak boleh 
diabaikan. 
 Penuntutan yang adil, independen dan konsisten terhadap politisi keuangan 
merupakan langkah penting dalam menjaga supremasi hukum dan memastikan 
akuntabilitas. Selain upaya pencegahan, pengentasan kemiskinan juga berperan 
penting dalam mencegah terpicunya politik uang. Masyarakat yang hidup dalam 
kemiskinan rentan terhadap pelaksanaan politik uang karena kebutuhan ekonomi 
mereka. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan 
sosial masyarakat dapat mengurangi kecenderungan masyarakat untuk menerima 
atau berpartisipasi dalam politik uang. Karena itu, menjaga integritas demokrasi 
dan mencegah politik uang bukanlah tugas yang mudah. Hal ini memerlukan kerja 
sama lintas industri, kesadaran masyarakat yang tinggi, dan komitmen yang kuat 
dari seluruh pihak yang terlibat. Namun dengan langkah yang tepat dan terpadu, 
kita bisa membangun sistem politik yang lebih bersih, adil, dan mewakili seluruh 
warga negara. 
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Kesimpulannya, politik uang merupakan ancaman serius terhadap 
integritas demokrasi. Praktik politik uang yang memberikan dana atau membuat 
janji-janji tidak bermoral untuk mempengaruhi proses politik melanggar prinsip 
kesetaraan partisipasi politik dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap 
lembaga-lembaga demokrasi. Diperlukan upaya terpadu dan berkelanjutan untuk 
melawan politik uang. Regulasi yang kuat, transparansi pendanaan k ampanye 
politik, penegakan hukum yang kuat, kesadaran masyarakat, partisipasi aktif 
masyarakat, penegakan hukum yang lebih kuat, dan pengentasan kemiskinan 
adalah beberapa pendekatan yang bisa dilakukan. Melalui kerja sama lintas sektor 
dan komitmen kuat seluruh pihak terkait, kita dapat membangun sistem politik 
yang lebih bersih, adil, dan mewakili seluruh warga negara. Dengan menjaga 
integritas demokrasi dan mencegah politik keuangan, kita dapat memastikan 
bahwa keputusan politik mencerminkan keinginan masyarakat, bukan  pengaruh 
ekonomi beberapa individu dan kelompok. 
 
 

5. SARAN 
 

Dari pembahasan diatas diberikan beberapa saran yaitu : 
 

1. Penguatan Kerangka Hukum: Tingkatkan peraturan dan undang-undang 

yang ada untuk melarang dan menghukum tindakan suap dan bentuk 

korupsi politik lainnya dengan tegas. Implementasikan mekanisme 

pemantauan dan penegakan yang efektif untuk memastikan kepatuhan. 

 
2. Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas: Tingkatkan transparansi 

dalam pendanaan politik dengan mewajibkan partai politik untuk 

mengungkapkan sumber pendanaan dan pengeluarannya. Bentuk 

mekanisme untuk pengawasan publik dan pengawasan keuangan 

kampanye untuk mempertanggungjawabkan partai dan kandidat. 

 
3. Pendidikan dan Kesadaran Warga: Selenggarakan program pendidikan 

warga yang komprehensif untuk meningkatkan kesadaran di kalangan 

masyarakat umum tentang dampak negatif dari suap dan pentingnya 

mempertahankan integritas pemilihan umum. Mempower warga untuk 

membuat pilihan yang berdasarkan informasi dan menolak pengaruh yang 

tidak semestinya selama proses pemilihan. 

 
4. Memperkuat Hubungan Partai Politik dengan Anggota: Bangun hubungan 

yang lebih erat antara partai politik dan pemilih melalui keterlibatan di 

tingkat basis dan inisiatif penyuluhan masyarakat. Dorong partai untuk 

memprioritaskan kebutuhan dan kepentingan konstituennya daripada 

keuntungan politik sempit. 

 
5. Mengatasi Ketimpangan Sosial Ekonomi: Implementasikan kebijakan yang 

bertujuan untuk mengurangi disparitas sosial ekonomi dan meningkatkan 

standar hidup untuk semua segmen masyarakat. Dengan mengatasi akar 
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penyebab seperti kemiskinan dan ketidaksetaraan, daya tarik suap sebagai 

cara untuk keuntungan jangka pendek dapat berkurang. 

 
6. Kerjasama Internasional: Berkolaborasi dengan organisasi internasional 

dan negara lain untuk bertukar praktik terbaik, pengetahuan, dan keahlian 

dalam memerangi suap dan korupsi politik. Terlibat dalam inisiatif dan 

kemitraan regional untuk bersama-sama mengatasi tantangan umum 

dalam integritas pemilihan. 

 
Dengan saran diatas para pembuat kebijakan dapat bekerja menuju 

penciptaan sistem politik yang lebih transparan, bertanggung jawab, dan 
partisipatif yang menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan memperkuat 
kepercayaan publik dalam proses pemilihan umum. 
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